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ABSTRACT 
Indeed what distinguishes the Islamic economic system from other economic systems such as 
capitalist and socialist economic system lies on its foundation as the foundation of Islamic 
economics it self. The foundation is the basis of the philosophical ideology of Islamic 
economics. The foundation of tawhid, justice and balance and benefit must always be 
accompanied in every Islamic economic activity. These foundations will ultimately lead to the 
realization of true prosperity (al-falah). The true well-being of man in the economic perspective 
of Islam is a condition in which the five primary needs (al-dharuriyat al-khams) described 
above are preserved and assured of existence in human life itself. Maintenance of religion, 
necessitates every human being given freedom and freedom to develop the potential of faith and 
implement it in everyday life. In contemporary language, man is given the freedom to develop 
his spiritual intelligence. Furthermore, hifz alnafs (self-development potential) is also a human 
condition given the freedom to organize its life. Indeed there is no power and power that 
threatens his life. While hifz al-'aql is a human condition in which everyone is given the freedom 
to develop the potential of dhikr and fikirnya and simultaneously with it also given the 
opportunity to access the latest sources of science. 
Keywords: true welfare (al-falah), al-dharuriyat al-khams, justice and welfare 
PENDAHULUAN 
alah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem 
ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya  yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam 
ekonomi Islam nilai-nilai ekonomi bersumber dari al-Quran dan Hadits Nabi saw berupa prinsip-
prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada keuntungan dan laba (profit) 
semata dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang 
terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari 
setiap kegiatan ekonomi Islam. 
Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada   fondasi utama yaitu  tauhid, fondasi berikutnya 
adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. 
Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak 
terganggu. Diantara prinsip-prinsip dasar atau landasan tauhid dalam aktifitas ekonomi adalah 
(Muhammad Syauqiy al-Fanjariy1981, hal.19-21): 
1. Kesadaran penuh bahwa kepemilikan yang sesungguhnya hanyalah milik Allah swt 
semata. Dalam beberapa ayat persoalan ini ditegaskan oleh Allah swt: 
 ّ َّلِلَو اَم ّيف  ّتاَواَمَسلا اَمَو ّيف  ّضْرلأا(١١( )ةروس ديدحلا) 
S 
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“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi…” 
اُونّمآ  َّلِلّاب  ّهّلوُسَرَو اُوقّفَْنأَو اَمّم  ْمَُكَلعَج  َنيَّفلَْختْسُم  ّهّيف (٧)  (ةروس ديدحلا) 
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu 
yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”. 
2. Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial bagi setiap individu terhadap lingkungan 
masyarakatnya. Firman-firman Allah swt berikut menjelaskan persoalan ini: 
 َتَْيأََرأ يَّذلا  ُّبّذَُكي  ّنّيّدلّاب (١)  َكَّلَذف يَّذلا   ُعَدي  َمّيَتيْلا (٢)لاَو   ضَُحي َىلَع  َط ّمَاع  ّنيّكْسّمْلا (١ )
(نوعاملا) 
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak 
yatim (2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (3)” 
 َنيَّذلاَو ّيف  ْمّهّلاَوَْمأ   قَح   مُولْعَم (٢٢)  ّلّئاَسلّل  ُرْحَمْلاَو ّمو (٢٢) 
“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) Bagi orang (miskin) 
yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (25) 
3. Kesadaran bahwa kebebasan dalam aktifitas ekonomi tidak bersifat mutlak. Permasalahan ini 
bisa ditangkap dari firman Allah swt dan sabda Nabis saw berikut: 
 َولا اُولُْكَأت  ْمَُكلاَوَْمأ  ْمَُكنَْيب  ّلّطَابْلّاب (١١١ )(ةروس ةرقبلا) 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 
dengan jalan yang bathil..” 
نم ركتحا ةركُح ديري نأ ىلغي اهب ىلع نيملسملا وهف ءيطاخ (هاور دمحأ) 
“Orang yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga dikalangan 
kaum muslimin maka ia adalah orang yang tidak benar”. (HR. Ahmad) 
4. Kesadaran adanya aturan dan etika dalam produktifitas dan komsumsi. 
 َنّإ  َنيّّرَّذبُمْلا اُوناَك  َناَوّْخإ  ّنيّطَايَشلا (٢٧( )ءارسلإا) 
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan…” 
لاَو اُوتُْؤت  َءاََهف سلا  ُمَُكلاَوَْمأ ّيَتلا  ََلعَج  َُاللّ  ْمَُكل اًمَاّيق (٢( )ةروس ءاسنلا) 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta 
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.  
Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-
kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas  ekonomi manusia agar senantiasa 
mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman 
akan membentuk integritas yang membentuk good corporate governance dan market disiplin yang 
baik. Dari pondasi ini muncul beberapa prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi 
Islam.  Pembahasan komprehensif mengenai prinsip-prinsip ini selanjutnya akan dijelaskan 
secara lebih detail sebagai berikut: 
Keadilan (al-‘Adalah) 
Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah 
ditekankan oleh al-Quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt. Penegakan 
keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah swt 
yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan 
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pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen 
Al-Qur’an tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang 
mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran 
setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al-Qur’an berisi 
tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman. 
Al-Quran dan Sunnah menempatkan penekanan tegas terhadap keadilan, menjadikannya 
salah tujuan pokok syariat. Menurut al-Quran, penegakan keadilan merupakan salah satu tujuan 
pokok Allah swt menurunkan para RasulNya (al-Hadid: 25). Al-Quran juga menempatkan posisi 
keadilan paling dekat dengan ketakwaan. Rasulullah saw menyamakan ketiadaan keadilan dengan 
“kegelapan mutlak” dan beliau memperingatkan “Takutlah kepada kezaliman karena kezaliman 
akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat” (Imam Muslim , t.th., hal.1996) . Pada akhirnya 
kezaliman berimplikasi kepada hilangnya persaudaraan dan solidaritas, mempertajam konflik, 
ketegangan dan kejahatan, memperburuk problem kemanusiaan dan pada akhirnya hanya akan 
mengantarkan kepada kegelapan di dunia dan azab di akhirat. (M. Umer Chapra, hal. 56-57) 
Para fuqaha semuanya memandang keadilan sebagai isu utama maqashid syariah. Imam 
Qadhi al-Qudhat Abu Yusuf menjelaskan keadilan kepada Khalifah Harun al-Rasyid di dalam 
bukunya al-Kharaj (Abu Yusuf, t.th., jilid I, hal. 125): 
 َنّإ  َْلَدعْلا  َفاَصّْنإَو  ّمُولْظَمْلا  ّب نََجتَو  ّمْل ظلا  َعَم اَم ّيف  َكَّلذ  َنّم  ّرَْجلأا  ُديَّزي  ّّهب  ُجاَرَخْلا رتكتو  ّّهب 
 ُةَراَمّع  ّدّلابْلا  ّةَكََربْلاَو  َعَم  ّْلَدعْلا 
“Sesungguhnya keadilan, menjauhi kezaliman dan bersikap proposional terhadap orang yang 
dizalimi disamping mendatang pahala, akan menambah pendapatan negara, mempercepat 
pembangunan negara dan membawa keberkahan”. 
Lebih lanjut tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, 
dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan 
Islam pada penegakan keadilan sosio ekonomi. Maka adalah sesuatu yang keliru, klaim kapitalis 
maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
keadilan. Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan 
pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (ukhuwah) 
sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat adanya  
tekanan dari kelompok. 
Konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan 
dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada 
komitmen spritual juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-quran 
secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut Umar 
Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara 
bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian 
kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi 
komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam. Komitmen Islam yang besar pada 
persaudaraan dan keadilan  menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan 
digunakan untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia 
terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. 
Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada 
seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, 
jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya. 
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Keseimbangan (al-Muwazanah) 
Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan 
konsep keadilan. Allah menggambarkan posisinya dengan kondisi dimana bila terjadi 
ketimpangan dalam kehidupan berekonomi, maka hendaknya dikembalikan pada posisi semula. 
Posisi yang tuju adalah keseimbangan, pertengahan, keadilan. 
Konsep keseimbangan ini juga berdasar pada rasa keadilan yang didukung dengan suatu 
tingkat kebaikan (ihsan) dalam pemenuhan hak seseorang. Bila rasa adil adalah mengambil apa 
yang menjadi haknya dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain, maka Ihsan adalah 
memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi haknya. Dalam Islam, 
konsep ini tidak hanya menjadi prinsip dasar manusia sebagai acuan dalam berbagai kegiatan 
ekonominya, tetapi juga manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan yang telah 
tercipta sebelumnya. 
Prinsip dasar keseimbangan (siyasah al-tawzi’) bisa kita lihat dari apa yang pernah 
diucapkan oleh sahabat Nabi saw Umar bin Khatab r.a. Beliau menjelaskan (Muhammad Syauqiy 
al-Fanjariy hal. 95): 
ام نم دحأ لاإ هلو يف اذه لاملا قح :لجرلا هتجاحو  ...لجرلاو هؤلابو يأ هلمع " ...، مث هلوق :
"ينإ صيرح ىلع لاأ عدأ ةجاح لاإ اهتددس ام عستا انضعب ،ضعبل اذإف انزجع انيسأت يف عانشي 
ىتح يوتسن يف فافكلا  لوقيو يضر الله هنع ماع ةدامرلا "يأ ةعاجملا "ةنس 81ـه "ول مل دجأ 
سانلل ام مهعسي لاإ نأ لخدأ ىلع لهأ لك تيب مهتدع مهومساقيف فاصنأ مهنوطب ىتح يتأي الله 
ايحلاب 
“Tidak ada seorangpun kecuali ia memiliki kewajiban terhadap harta: seseorang 
berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan berkewajiban (mendapatkan harta) melalui 
pekerjaannya. Lantas ia berkata: “ Sesungguhnya aku sangat ingin memenuhi kebutuhan 
setiap kalian. Namun jika hal itu sulit terwujud, kita bisa berpatokan kepada sandaran hidup 
kita masing-masing hingga kebutuhan terpenuhi secara merata. Pada tahun 18 H dimana 
terjadi masa paceklik beliau berkata (memberi solusi): “Seandainya aku tidak bisa memenuhi 
kebutuhan mereka maka aku akan mendatangi setiap rumah dan aku akan membagikannya 
untuk memenuhi kebutuhan lambung mereka sampai Allah swt menurunkan hujanNya”. 
Kemaslahatan (al-Mashlahah) 
Secara umum, maslahah diartikan sebagai kebaikan (kesejahtraan) dunia dan akhirat. Para 
ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, 
kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (jalb al-naf’y wa daf’ al-
dharar). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara 
lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih 
luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang 
ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah 
berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik (ta`abbudi), sehingga 
sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain 
halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam 
membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip maslahah dalam 
bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-
kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai manthiqah al faragh al tasyri`y (area 
kosong tasyri`/hukum). Sedikitnya nash-nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan 
kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan 
ijtihad dengan prinsip  maslahah. 
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Al-mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital 
dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan ekonomi). Mashlahah 
adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-
kebijakan syariah (siyasah syar`iyyah) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. 
Maslahah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan 
yang dibingkai secara syar’i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability 
sebagaimana dalam ekonomi konvensional. 
Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan 
kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada maslahah. Jadi, untuk 
mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada 
maslahah. Karena maslahah adalah saripati dari syari’ah. Para ulama menyatakan ”di mana ada 
maslahah, maka  di situ ada syari’ah Allah ”. Artinya, segala sesuatu yang mengandung 
kemaslahatan, maka di itulah  syari’ah Allah. Dengan demikian maslahah adalah konsep paling 
utama dalam syariat Islam. 
Berbeda dalam apek ibadah, dalam bidang muamalah,  manusia dapat menemukan 
maslahah suatu syariah. Misalnya, mengapa Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh 
pemerintah, padahal Nabi Saw tidak melakukanya. Mengapa Umar mengimpor gandum dari 
Mesir ketika terjadi kelangkaan gandum, mengapa dalam transaksi ekonomi harus ada saksi yang 
adil, mengapa riba, gharar, spekulasi, penipuan, kecurangan, maysir  dilarang dan mengapa bagi 
hasil ditawarkan atau dibolehkan dan banyak contoh lainnya. 
Muamalat adalah aturan syari’ah tentang hubungan sosial di antara manusia. Dalam 
muamalat, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalat. 
Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalat dan 
tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan 
berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika 
maslahah berubah maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian). 
Dengan pertimbangan maslahah,  regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash 
kepada konteks nash yang mengandung maslahah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak mau 
mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan 
harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah 
mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu 
Taymiyah kelihatannya melanggar nash hadits Nabi Saw. Tetapi karena pertimbangan 
kemaslahatan, di mana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taymiyah memahami hadits 
tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan maslahah (Ibnu Taimiyah, hal. 101). Imam 
ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan orang 
banyak maka diperlukan patokan harga (al-tas’ir li al-nas iza kaana bihim hajah). 
PENERAPAN MAQASHID SYARIAH (LANGKAH MENUJU CITA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, maqashid syariah sesungguhnya berperan 
memberikan landasan-landasan filosofis dari semua usaha yang dilakukan oleh semua umat 
Islam. Melalui maqashid syariah, maka semua kegiatan dan aktifitas ekonomi Islam berjalan 
sesuai tujuan-tujuan yang diinginkan syara’ (qashdu al-syari’). Tujuan-tujuan yang diinginkan 
oleh al-syari’ (Allah swt) tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syatibi, secara umum 
adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat (Imam 
al-Syatibi, hal. 17-289). Persoalan ini bisa dibaca secara sporadis dari kitab al-Muwafaqat.: 
 َيّهَو  ََنأ  َعْضَو  ّعّئاَرَشلا اََمّنإ  َوُه  ّحّلاَصَمّل  ّدَابّعْلا ّيف  ّلّجَاعْلا  ّلّجْلآاَو ًاعَم 
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“Sesungguhnya Syariat hanya diturunkan untuk kemaslahatan hamba-hambaNya baik di 
dunia maupun di akhirat”. 
Penerapan maqashid syariah terhadap ekonomi Islam terlihat pada aspek maslahah 
(kebaikan dan kesejahteraan). Maslahah yang dimaksud adalah maslahah yang memiliki sandaran 
terhadap ajaran Islam (al-maslahah al-syar’iyyah atau al-maslahah al-mu’tabarah). Hanya saja 
mu’tabarah yang dimaksud disini adalah mu’tabarah al-jinsi bukan mu’tabarah al-‘aini 
sebagaimana dibahas didalam qiyas al-‘illat atau qiyas al-syabah. Mu’tabarah al-jinsi berkaitan 
dengan al-ijtihad al-istishlahiy atau maslahah mursalah.  
Dalam kajian maqashid syariah konsep maslahah melalui proses perkembangan secara 
bertahap (evolusi), sejak Imam al-Juwaini, al-Ghazali hingga Imam al-Syatibi (w 790 H).  
Menurut Imam al-Gazali (w. 505/1111), sebagaimana juga Imam al-Syatibi, bahwa “tujuan 
utama syariat Islam adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan 
terhadap agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl) dan harta benda (al-
mal). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan 
umum dan diperlukan” (Lihat Imam al-Ghazali,1993, cet. I, jilid I, hal. 174). Penerapan lima 
perkara inilah yang dikaji dalam Ilmu Ekonomi, terutama dalam Ekonomi Islam. 
Melalui pendekatan maqashid syariah, pemeliharan dan pengayaan agama, diri, akal, 
keturunan dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Kelima 
bentuk pengayaan inilah yang mesti selalu mendapat perhatian seluruh umat Islam. Pemeliharaan 
dan pengayaan dalam bidang agama (keimanan) menempati urutan yang paling utama dan itu 
artinya bahwa aspek ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik dari segi pemanfaatannya maupun 
dari segi penghayatan cara pandang Islam terhadap harta benda. Pada titik inilah sebetulnya yang 
menjadi titik perbedaan radikal antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dimana aspek 
hifdzu al-din (pemeliharaan agama dan keimanan) nyaris tidak mendapatkan tempat dan perhatian 
sama sekali. Begitu juga aspek pemeliharaan kehidupan, akal dan keturunan, sekalipun dipandang 
penting, hanya dianggap sebagai variabel diluar sistem (eksogenous). Karena itu tidak 
mendapatkan perhatian yang memadai. 
KESEJAHTERAAN SEJATI (AL-FALAH) 
Kesejahteraan sosial menurut syariat Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam 
memaksimalkan kekayaan (al-intajiy) dan konsumsi (al-istihlakiy). Keduanya menuntut 
kepuasan aspek materil dan spritual diri manusia secara seimbang (al-tawazun). Kebutuhan-
kebutuhan materi yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan 
kehidupan serta harta benda yang memadai dan semua barang dan jasa yang membantu 
memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara kebutuhan spritual mencakup 
ketakwaan kepada Allah swt, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan 
keluarga serta masyarakat dan tidak adanya kejahatan. Mengingat sumber-sumber daya itu langka 
maka  penekanan yang berlebihan pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian aspek 
yang lainnya. 
Kebutuhan materil dan spritual saling berhubungan. Ia ibarat dua sisi mata uang yang tak 
terpisahkan. Karena itu, Islam tidak mengakui pemisahan yang menonjol antara keduanya. 
Kebutuhan spritual tidak hanya dapat dipenuhi melalui salat saja. Tetapi semua usaha manusia 
apapun bentuknya seperti materi, sosial, pendidikan dan ilmiah akan dapat dikategorikan spritual 
sepanjang hal itu membantu merealisasikan kesejahteraan sejati atau kesejahteraan riil yang 
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan materi bagi diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat, sama spritualnya dengan melaksanakan salat dengan bahwa 
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usaha materil itu dibimbing oleh nilai-nilai moral dan tidak menjauhkan individu dari pemenuhan 
kewajiban sosial. 
Syekh Yusuf al-Qardhawi di dalam bukunya “Norma dan Etika Ekonomi Islam”  
menegaskan dan sekaligus memberikan arahan terkait sikap manusia terhadap harta (Yusuf al-
Qardhawi, 2000), cet. III, hal. 66-67):  
“Jika manusia menginginkan harta, maka sesungguhnya ia tidak memperolehnya dengan 
mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Betapa banyak kita temukan manusia memiliki 
harta seperti Qarun tetapi ia tidak bisa menikmatinya, bahkan ia justru tersiksa dengan 
hartanya. Sebab ia telah menjadikan hartanya tuhannya, lalu harta menjadi pemiliknya 
sebagai budaknya”. 
Manusia seperti ini sudah diingatkan oleh Allas swt di dalam banyak di dalam al-Quran al-
Karim diantara di dalam surat al-Taubah ayat 55: 
َلاف  َكْبّجُْعت  ْمُُهلاَوَْمأ لاَو  ْمُُهدلاَْوأ اََمّنإ  ُديُّري  َُاللّ  ْمَُهّبَّذُعيّل اَهّب ّيف  ّةَايَحْلا َايْن دلا  َقَهَْزتَو  ُهُُسفَْنأ ْم  ْمُهَو 
 َنوُّرفاَك (٢٢( )ةروس ةبوتلا) 
”Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah 
menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam 
kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam Keadaan 
kafir”. 
 ْنَم  َْتناَك َايْن دلا  ُهَمَه  َقََرف  َُاللّ  ّهَْيلَع ،ُهَرَْمأ  ََلعَجَو  ُهَرَْقف  َنَْيب ،ّهَْينْيَع  َْملَو  ّّهْتَأي  ْنّم َايْن دلا  َّلاإ  َما  َّبتُك 
،َُهل  ْنَمَو  َْتناَك  ُةَرّخْلآا  َُهَتّين  َعَمَج  َُاللّ  َُهل ،ُهَرَْمأ  ََلعَجَو  ُهَانّغ ّيف ،ّّهبَْلق  ُْهَتَتأَو َايْن دلا  َيّهَو   ةَمّغاَر (هاور 
نبا ةجام) 
“Siapa saja yang menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya, maka Allah akan mencerai-
beraikan urusan dan dijadikannya kemelaratannya di hadapan matanya dan tidak 
mendapatkan dunia kecuali yang sudah dicatat untuknya. Barang siapa yang obsesi utamanya 
adalah akhirat maka Allah akan menghimpun urusannya dan dijadikan kekayaan di dalam 
hatinya dan dunia akan mendatanginya dengan “terpaksa”. (HR. Ibnu Majah). 
KRITIK TERHADAP PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN 
EKONOMI 
 Terlebih dahulu perlu dan penting dikemukakan bagaimana pandangan Islam terhadap 
peran bank islam tersebut secara khusus sehingga menjadi pembeda dengan bank lainnya. Tujuan-
tujuan khusus atau tujuan-tujuan pokok (core) inilah sesungguhnya yang membedakan antara 
Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Berikut beberapa tujuan khusus dari Perbankan 
Syariah: 
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (tanmiyyah al-mawarid al-basyariyyah). Sumber 
Daya Manusia (SDM) adalah unsur pokok guna meraih keuntungan bagi Perbankan Syariah. 
Melalui sumber daya manusia yang profesional dan dapat dipercaya maka Perbankan Syariah 
bisa melakukan kerja sama dalam bentuk, misalnya, invertasi. Untuk mewujudkan tenaga ahli 
dalam bidang pengembangan modal (invertasi), Perbankan Syariah harus melakukan 
“Pelatihan-Pelatihan Keahlian” dalam bidang perekonomian Islam.  
Disini Perbankan Syariah tidak lagi sebagai perantara bagi nasabah tertentu, namun sudah 
berfungsi sebagai pemodal (shahib al-mal) dalam suatu bentuk usaha baik mudharabah. Di 
sinilah sesungguhnya tantangan dan sekaligus peluang bagi Perbankan Syariah dimana jika 
berhasil diwujudkan oleh Perbankan Syariah, maka tentunya yang diuntungkan kedua belah 
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pihak. Sebaliknya jika suatu usaha mengalami kerugian, maka kerugian tidak saja dipihak 
pengelola (mudharib). Pengelola rugi karena usaha dan waktunya hilang dan lenyap sementara 
pihak bank mengalami kerugian dari segi modal yang ditanamkan. Bahkan pihak pengelola 
bisa saja mengalami dua bentuk kerugian; modal dan tenaga, jika pengelola juga berperan 
sebagai pihak yang ikut memiliki modal (mudharabah musyarakah). 
2. Mewujudkan Keseimbangan dan Pemerataan seiring dengan persaingan perkembangan pasar. 
Perbankan Syariah harus berpikir maju kedepan secara makro dan global bagaimana secara 
kontiniu Perbankan Syariah mampu bersaing dengan pangsa pasar secara ketat dengan 
Perbankan-Perbankan konvensional lainnya. Disamping itu, sosialisasi dan memotivasi 
masyarakat harus ditingkatkan terutama dalam sektor real mikro dan makro sehingga 
Perbankan Syariah tidak saja menyentuh lapisan masyarakat di tingkat perekonomiannya 
menengah ke atas (‘Alauddin Za’tariy, hal. 14-15). 
3. Perbankan Syariah harus mampu menciptakan model-model produk baru. Kurs syariah adalah 
salah satu model produk baru. Dapat dikatakan bahwa belum ada orang memikirkan tentang 
kurs syariah ini. Pinjaman tanpa agunan juga dapat dipandang sebagai produk yang dapat 
membantu perekonomian rakyat. Model-model usaha baru serta model-model pelayanan 
sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan informasi dan teknologi selama tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Secara umum prinsip-prinsip syariah itu pernah 
dijelaskan oleh Imam ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Beliau menegaskan bahwa syariah Islam 
harus mengandung empat aspek prinsip sehingga pantas disebut sebagai syariat, yaitu: rahmat, 
maslahah, adil dan hikmah. Selama empat aspek tidak ada, maka apapun dalilnya tidak dapat 
dikatakan sebagai syariat Islam. (Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, 1991 M/1411 H, jilid III, hal. 
11 ). Dengan munculnya model produk dan model pelayanan maka akan tercipta kompetisi 
yang sehat yang akan melahirkan efektifitas dan efisiensi. 
Apabila tujuan-tujuan khusus di atas terlaksana, maka Perbanka Syariah dapat dipandang 
sebagai  salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LSK) yang standar secara konseptual dan 
berhasil secara teknikal. Disamping itu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan-tujuan khusus 
inilah sesungguhnya “pembeda” hakikiy yang sesungguhnya antara Perbankan Syariah dengan 
Perbankan Non-Syariah (Konvensional). Dengan bahasa yang lepas atau ekstrem pemakalah 
mengungkapkan jika Bank Syariah hanya baru mampu membendung profit secara syar’iy dengan 
model-model pembiayaan dimana resiko bertumpu pada nasabah, maka Bank Syariah tersebut 
baru sebatas “Bank yang Shaleh” dan belum pantas disebut dengan “Bank yang Mushlih” yaitu 
Perbankan Syariah yang berorientasi melakukan reformasi dan perbaikan perekonomian rakyat, 
terutama rakyat menengah ke bawah. Dari sini pada akhirnya akan mengarah terjadinya “jurang” 
pemisah antara si Kaya dengan si Miskin semakin dalam. 
 Sementara di dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat ketujuh Allah swt menjelaskan perlunya 
menjaga keseimbangan sehingga tidak tercipta “kesadisan” kapitalis bahkan neo-liberalis di 
tengah-tengah kehidupan manusia. Allah swt berfirman: 
... ْيَك لا  َنوَُكي  ًَةلُود  َنَْيب  ّءَاّينْغلأا  ْمُكْنّم اَمَو  ُمُكَاتآ  ُلوُسَرلا  ُهُوذَُخف اَمَو  ْمُكاََهن  ُهْنَع اوَُهتْنَاف ُوَقتاَوا  ََاللّ 
 َنّإ  ََاللّ  ُديّدَش  ّبَاقّعْلا (٧( 
“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 
tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 
hukumannya”. 
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KRITIK TERHADAP PERBANKAN SYARIAH 
 Pertama yang harus kita pahami adalah pengertian dari Bank Syariah itu sendiri. Bank 
Syariah atau Bank Islam (Islamic Bank) adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan 
operasinya menurut Syariah Islam. Pada dasarnya yang membedakan antara Bank Konvensional 
dan Bank Syariah adalah tidak adanya sistem bunga pada Bank Syariah yang digantikan dengan 
berbagai jenis transaksi. Al-Mudharabah adalah salah satu jenis akad andalan dari Bank Syariah, 
karena mempunyai berbagai jenis kegiatan pembiayaan maupun penghimpunan dana. Di sisi 
pembiayaan yang sering kita dengar dengan istilah bagi hasil antara Bank sebagai shahibul mal 
(pemilik modal) dengan nasabah yang bertindak sebagai mudharib (pengelola). Dan pada sisi 
penghimpunan dana diterapkan pada tabungan berjangka, deposito spesial, dan lain sebagainya. 
Selain mudharabah ada juga akad qardh, hiwalah, rahn, wakalah, kafalah, ijarah, murabahah yang 
semuanya menjadi ciri khas sekaligus pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. 
Akan tetapi dengan banyaknya pelayanan dan berbagai transaksi tidak menutup kemungkinan 
untuk mendapat perhatian dan juga kritikan. Oleh karena itu penulis akan sedikit mncoba 
melakukan muhasabah (koreksi) terkait dengan Perbankan Syariah. 
Kritikan Pertama 
Tidak dapat dipungkiri bahwa Bank Syariah sendiri merupakan usaha yang profit oriented. 
Oleh karena itu besarnya proporsi pembiayaan murabahah hingga sampai saat ini mencapai 
sekitar 60-70% jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Keadaan ini memang 
tidak hanya menjangkiti Bank Syariah di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan negara-negara 
Timur Tengah. Di mana akad murabahah adalah akad jual beli dimana bank membeli kepada 
produsen kemudian menjual kepada nasabah dan bank mendapatkan margin. Ada beberapa alasan 
rasional yang dapat dijadikan penjelasan mengapa murabahah lebih dipilih, yaitu: 
1. Murabahah adalah investasi jangka pendek dan mudah bila dibandingkan dengan musyarakah 
dan mudarabah. 
2. Mark up/margin yang menjadi ciri khas murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga 
dapat dipastikan Islamic bank mendapat keuntungan yang sebanding dengan keuntungan yang 
diperoleh bank kovensional. 
3. Keuntungan murabahah pasti sebab murabahah merupakan natural certainty contracs, 
tentunya ini berbeda dengan bisnis dengan system profit and loss sharing yang menganut 
natural uncertainty contracs. 
4. Dalam murabahah Islamic bank sebagai pemberi pembiayaan tidak mencampuri manajemen 
bisnis sebab hubungan dalam murabahah adalah kreditur dengan debitur. 
Selain itu juga kita sering menjumpai praktek di lapangan Bank Syariah, yang pertama 
penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh Bank Syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak 
diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Yang kedua 
kebanyakan Bank Syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang 
kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tentu menyimpang 
dari aturan fiqh, karena ada dua transaksi dalam satu akad yaitu wakalah dan murabahah. Di 
samping itu, dengan transaksi yang demikian dapat saja nasabah melakukan penyelewengan 
terhadap dana yang diberikan oleh Bank Syariah. 
Kritikan Kedua 
Selain murabahah juga ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu tentang akad 
Mudharabah. Pertama, Jika kita menengok praktek mudharabah di lapangan, maka akan jarang 
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ditemui akad mudharabah murni karena akadnya adalah mudharabah yang dimodifikasi dengan 
musyarakah karena modalnya berasal dari dua pihak, Bank Syariah dan nasabah. Walaupun dalam 
hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut campur. Hal ini terjadi karena Bank Syariah hanya mau 
memberikan pembiayaan kepada usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu. Kedua, 
pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (profit and 
loss sharing) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (revenue sharing). Sistem ini dipilih 
karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (loss /risk sharing) 
modal secara penuh. Terakhir, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah ternyata telah 
dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah karena nasabah tidak mampu membuat 
laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya. 
Kritikan Ketiga 
Banyak Bank Syariah yang belum secara menyeluruh dalam melakukan kegiatan 
perekonomian Islam, yaitu belum memiliki usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. 
Semua jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan 
pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya 
sebagai penyalur dana nasabah. 
Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah mudharabah. Operator 
perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal 
ini mereka lakukan, karena takut dari berbagai resiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan 
keuntungan. Bila demikian ini keadaannya, maka ini tidak sesuai dengan semangat dari Ekonomi 
Islam itu sendiri, yaitu mengacu pada sektor riil. Tetapi juga kadang ada semacam apology 
(pembelaan) dari Bank Syariah. Bank Syariah mengatakan bahwa adanya perbankan adalah untuk 
menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada 
masyarakat yang membutuhkan dana. Tentu kalau kita cermati memang sekilas tidak ada 
masalah, akan tetapi kita juga harus ingat bahwa di dalam Ekonomi Islam kegiatan perekonomian 
di dasarkan pada sektor usaha yang nyata. Selain itu juga jika Perbankan Syariah belum 
mempunyai badan usaha yang nyata maka dapat menjadi indikasi bahwa Perbankan Syariah 
hanya mencari aman atau tidak mau mengambil resiko. 
PENUTUP 
Dengan demikian, kesejahteraan manusia dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebuah 
kondisi di mana lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-khams) yang telah diuraikan di atas 
terpelihara dan terjamin keberadaannya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pemeliharaan 
agama, meniscayakan setiap manusia diberi keleluasan dan kebebasan untuk mengembangkan 
potensi iman dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa 
kontemporer, manusia diberi keleluasan untuk mengembangkan kecerdasan spritualnya. 
Selanjutnya hifz alnafs (pengembangan potensi diri) juga sebuah kondisi manusia diberi 
kebebasan untuk menata kehidupannya. Sejatinya tidak ada sebuah kekuatan dan kekuasaan yang 
mengancam kehidupannya. Sedangkan hifz al-‘aql adalah kondisi manusia dimana setiap orang 
diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi zikir dan fikirnya dan bersamaan dengan ia juga 
diberi peluang untuk mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan terkini.  
Dengan demikian sesungguhnya, al-dharuriyat al-khams tersebut telah menyentuh tiga 
dasar komponen dasar kebutuhan manusia; jasmani (al-nafs, al-mal dan al-nasl), rohani (al-din) 
dan akal (al-‘aql). Artinya, lima kebutuhan mendasar ini harus terjalin secara integral dan 
harmonis, jika tidak, maka manusia akan mengalami kesengsaraan di dalam kehidupannya.  
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 1 Tujuan: Kesuksesan yang hakiki (al-falah) dalam berekonomi berupa tercapainya 
kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spritual) dan kemakmuran (material) pada 
tingkatan individu dan masyarakat. 
 3 Pilar: Aktifitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, 
excessive boardings/unproductive, spekulatif dan kesewenang-wenangan. Adanya 
keseimbangan aktifitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktifitas bisnis sosial, 
aspek spritual-material dan azas manfaat serta kelestarian lingkungan. Kemudian berorientasi 
pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses 
regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. 
 4 Pondasi: Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk 
mencapai kesuksesan bersama. Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang 
membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariat Islam. Akhlak yang 
membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai 
tujuan. Ketuhanan Yang Maha Esa yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktifitas 
manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan 








Falah): Masyarakat Sejahtera 





Hukum Muamalah Akhlak 
Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid) 
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